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BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEEO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daecrah, bahwa pada pasal 126
s/d pasal 142 Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana
Kerja Perangkat Daerah dan bahwa rancangan akhir renja
vang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah/Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan
setelah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan |

b, behwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Dacrah
Kabupaten Tebo tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tebo tentang Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024,
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahunm 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286|;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355];

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Percncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 [Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

6. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia (4723);

Dipindai dengan CamScanner



8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ;

9. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang

10.

11,

12.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimansa
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentantg
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
Kepaln Dacrah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah;
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13.

14,

15.

16,

17.

18,

19,

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817),

peraturan Pemerintih Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran
Negara Tahun 2017 Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal [Lembaran Negara Tahun
2018 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6323);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan ( Lembaran Negara Republik Indornesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomeor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkiatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor
1447);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah
Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo
Tehun 2006-2026;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tebo (Lembaran Dacrah Kabupaten Tebo
Tahun 2016 Nemor 8), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tebo Nomor B Tahun 2016 lentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);

24, Peraturan Daerah Kabupalen Tebo Nomor 1 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo
Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 20233 Nomor 1};

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2020 Nomor 28);

2. Peraturan Bupati Tebo Nomor B5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 99
Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2017 - 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2020 Nomor 835);

3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 1] Tahun 2023 tentang
Rencana Kerjp Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun
2023 Nomor 11);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2024,
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1 Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;

2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo

3 Bupati adalah Bupati Tebo;

4, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tebo;

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggarasn urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Kabupaten Tebo Tahun
2022-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
merencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2022-
2026;

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen peréncanaan Perangkat Daerah untuk
periode Tahun 2022-2026;

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Kabupaten Tebo untuk periode selama 1 (satu) Tahun;

10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dakumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun ;

11.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo adalah

Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.
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BAB II
RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerjn Badan Penanggulangan Bencana Dacrah Kabupaten Tebo
Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan
Bencana Daecrah Kabupaten Tebo untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulat
pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada langgal 31 Desember 2024,

Pasal 3

Rencana Kera Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika
Penulisan sebagai berikut :
(1) Sisternatika Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 disusun sebagai berikut
BAB1 PENDAHULUAN
BABII HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN LALLU.

BAB Il TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TEBO.

BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
TEBO.

BAB VI FENUTUP

(2) Penjabaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2021 tercantum dalam
Dokumen Renja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1} Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada
penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten
Tebo 2022-2026 dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2024 yang berisi
program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Kabupaten Tebo maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditompuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat
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(2

(3)

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuant analisis gambaran

pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo,
rencana kerja dan pendanaannya ;

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dacrah Kabupaten Tebo

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan maksud :

a. sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Dacrah
Kabupaten Tebo dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan dacrah serta menjadi acuan
masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Tahun 2024

b. sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tebo dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggarannya
/RKA ;

¢, Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo

Tahun Anggaran 2024,

Pasal 5

Dalam rangks menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 bahwa ;

1.

(1)

Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan KKPD dan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2024 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo
menggunakan RPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam
melaluikan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA
Perangkat Daerah).

BAB 1
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo melaksanakan
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksannan Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Dacrah Kabupaten Tebo dengan menggunakan
Formulis E.75 sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor
86 Tahun 2017,
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(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan
adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Badan Penanggulangan
Bencana Daecrah Kabupaten Tebo dapat mengambil langkah- langkah
penyempurnaan agar penyusunan RKA- Badan Penanggulangan Bencana
Daerash Kabupaten Tebo Sesuai Dengan Renja Badan Penanggulanpan
Bencana Daerah Kabupaten Tebo

(3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Melaporkan hasil
pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan
Litbang.

(4) Kepala Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi terhadap laporan
hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.

(5] Apabila ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan Bupati
melalui Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi dan
langkah — langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.

(6] Badan Penanggulangan Bencana Dacrah Kabupaten Tebo menyampaikan
hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui
Kepala Bappeda dan Litbang.

BAB IV
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 7

(1) Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila :
a. Perubahan RKPD;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian

dengan Peraturan Perundang-undang,
c. terjadi perubahan organisasi; dan

(2) Perubahan Renja ditctapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal B

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setinp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, T.4Aquite) 2023

"\_ .

dangkan di MuamTehu.ll ey
dtanggal, |} Agustus 2023
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BABI

PENDAHULUAN
1.1, Latar Belokang

Sesuai Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanuan, Pengendalion Dan Evoluasi Pembangunon Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Fanjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubashan Rencana Pembangunon Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Renja Perangkat Daerah adalah suatu rencana jangka pendek atau satu tahunan yang
bersifst menyeluruh, memberikan rumuosan kemana organisasi akan diarahkan, dan
bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan,
selama jangka waktu satu tahun,

BPBD Kabupaten Tebo sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana
dituntut untuk memiliki arah kebijokan yang mendukung penyelenggaraan
penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca
bencana. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemcrintah
Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga
mewajibkan setiop SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD,
vang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada
RKPD. Sedangkan RKFD dijndikan dasar penyusunan Roncangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KLIA) dan
Priaritas den Plafon Anggaran Sementara (PPAS),

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem
perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangkn
mencngah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan
penganggaran tahunan, RENJA menjembatan sinkronisasi, harmonisasi Rencana
Strategis ke dalam langkah — langkah tahunon yang lebih konkrit dan terukur,
Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bogi penyusunan Rencann
Anggarmn Pendapatan dan Belanjz Daerah (RAPBD), Dimana kebijokan umum

Rencone Ketjo APAD Kabupaten Tebo tahun 2024
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APBD ditetupkan secar bersama —samp antars Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
(DPRD) dengan Pemerintah, Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA
mempunyai fungsi pokok dan menjadi ncunn bagi seluruh pelaku pembangunan
karena memuat seluruh kebijahan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APRD karena memuat arah kebijakan
Pembangunan Daerah satu tshun;

2. Menciptakan kepastian kebijakan, karepa merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan  melalui  forum  Musyawarnh  Perencanaan  Pembangunan
Musrenbang tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah pada tahun sebelumnys. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk
menghasilkan kescpakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangsn RKPD
dan RENJA SKPD, yang menilikberathan puds penbalasan untuk sinkionisasi
sasaran, arah kebijakan, program dan kegistan SKPD serta masyarakat dalam
pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tebo.

Sebagal dokumen resmi Pemerintah Daernh, Rencana Kerja SKPD yang
dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu
menjembatani antara perencanasn strategis jangka menengah dengan perencanaan
dan penganggaran (zhunan, oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi
menjabarkan rencana strategis Kedalnm rencann regional dengan memuat arah
kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi
dacrah dan program kegiatan Satuan Kerjo Perangkat Daerah (SKPD), sebagai
rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalom penyusunan Kebijokon
Umum Anggoran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Disamping iw, Renjn yang disusun jugn ditujukan untuk  memacu
penyelenggaraan pembangunan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Tebo sgar lebih terarah dan terjumin lercapainys susaran strategi
pembangunan.

Rencana Kerjo BRE0 Kobupoten Tebo tohun 2024
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Berdasarkan Peraturan Bupati ‘T'ebo Nomor 151 Tahun 2022, kedudukan,
tugas dan fungsi BPBD sebagal berikut ;
1. Kedudukan BPBD membawahi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dan

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

2, BPBD mempunyai tugas sebagai berikut ;

a. Penetapan pedoman dan pengarashan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang wencakup pencegahan bencana, penanganan darurat
rehnbilitosi serta rekonstruksi secara adil dan merata;

b. Penstupan stundarisasi serta kebutuhan penyelenggarasn penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

¢. Peloporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Buapti setiop
bulan sekali dajam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat
bencana;

d. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran vang dan barang;

e. Pertanggungjawaban penggunaun snggaran yang diterime dari Anggaran
Pendapatan dan Belanjs Daerah ; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkunit dengan
tugas dan fungsinya.

3, BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut :

a, Perumusan dan penetnpan kebijnkan penanggulongan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efekuif dan efisien;
dan

b. Pengkoordinasian pelaksanman kegiaton penanggulingan bencono secaran
terencana, terpadu don menyeluruh.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan scbagai
dasar, yailu :
1. Undang — Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
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Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 3903) Sebagaimana
telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 14 Talun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabuputen
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran MNeraga Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
&1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 3969);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2001 tentung Sistem Perencanaan

I

Pembangunan Nasional \Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004
nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421,

3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedun Atas Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2014 tenang
Pemerintohan Daerash (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5679);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulungan Beneana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2008
Moamor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendannan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran MNepura Republik Indonesin Nomor
4829);

7. Persturnn Pemerinish Nomer 23 tahun 2008 teptang Peran sertas Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan
Bencana (Lembamn Negara Republik Indonesin tohun 2008 nomor 44,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
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8. Peraturan Presiden Nomor 83 Talun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional
Penanganan Bencana (BAKORNAS 1PB) sebagnimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 3 Tuhun 2007 tentang Perubahon atas Pernturan
Presiden Momor 83 Tahun 2005;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8§ Tahun 2008 tentang Badan
MNasionzl Penangrulangan Bencana;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8§ Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daembh;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Badan Penanggulangan Bencana Daernh(Provinsi/Kota),

12, Peraturan Kepala BNPB Nomar | Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Badan Nasional Penanggulungan Bencana,

13, Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 fentang Rencana Masional
Penanggulangan Bencana;

14, Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional
Penanggulangan Resiko Bencana;

|5, Peraturan Dacrah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nonmor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kabupalen Tebo Tahun 2006-2026;

16, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomar 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran [aerah Kabupaten Tebo Tahun 2016
MNomor B}

17. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026; dun

18, Peraturan Bupati Tebo Nomor 35 Tuhun 2022 tentung Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Dacrah Kabupsten Tebo Tahun 2023-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomaor E)
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LY. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerjn (Renja) Badan Penpanggulongan Bencana Daersh (BPBD)
Kabupaten Tebo untuk Tahun 2024 disusun dengan maksud menyediakan dokumen
perencanaan jungka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisesi
perencanann pembangunan daerah dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tebo. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tebo ini bertujuan sebagai berikut:

l. Menyediakan satu acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daeruh
(BPBD) Kabupaten Tebo dalam menenluban priviitas program dan hegiatan
tahunan.

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tebo dalam mencapai tujuan dengan cars menyusun program dan
kegiatan secarn \erpadu, terarah dan terukur.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Dacrah
Kabupaten Tebo untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program
serta kegiatan operasional twhunan.

4, Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kineija
tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo.

Dengan mempertimbangkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan
pembangunan ditahun-tahun sebelumnyn, maka peranan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Tebo sebagai institusi yang diberi wewepang untuk

melaksanakan Pembangunan di bidang Penanggulongan Kebencanaan di Kabupaten

Tebo akan berperun besar melalui peluksanasn berbagai program dan kegiatan
khususnya dalam upayn merencanakan, melaksanakan, memantau dan
mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Kebencanasn pada OPD Badan

Penanggulangan Bencana Dacrah Kabupaten Tebo,
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1.4,  Sistemntikn Penulisan
BAB I, PENDAHULUAN,

1.1 Lutar Belukuig.
Pengertian ringkes tentang Renja Perangkat Dacruh, proses penyusunan
Renja Perangkat Daerah, keterkailan antara Renja Peranghkat Daerah
dengan RKPD, Renstra Perangkat,

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan teniang undong-undang, peraturan pemerinlah,
peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan Perungknt Daerah, serin pedoman yang
dijedikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.

13  Maksud don Tujuan
Memuat penjelasan tentang muksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Perangkat Daerah,

1.4 Sistematika Peaulisan

BAB 1. HASIL EVALUASL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALLL

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perungkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Dacrah.

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

i Reslisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinetja
hasil’keluaran yang di rencanakan

b. Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinera
hasilkeluaran yang direncanakan

¢. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi targetkeluaran yang
melebihi target kinerjo hasil/keluaran yung direncanakan.

d, Faktor-foktor penycbab tiduk tercapainya atau terpenuhinya target
kinerja program/kegiatan

e, Implikesi yang timbul terhndap target capaian program Renstra
Perungkat Daerah,
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f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-fakior penyebab
tersebut.

2.2, Analisis Kinerja Pelsyanan Perangkat Daerah.

2.3, lsu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah.

2.4. Review terhadap Roncangan Awal RKPD.

2.5. Penelanhan Usulan Progrum dan Kegiatan Masyarakat

BABIIl. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,

3.1. Telaahan terhudap Kebijakan Nasional,

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah,

3.3. Program dan Kegiatan,

BABIV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.
Berisikan penjelasan mengenai:

4.1 Faktor-fukior yang menjudi bahan pertimbangan terhadsp rumusan
program dan kegiatan;

4.2 Ursian garis besar mengenai rekapitulasi progmam dan kegiatan,
meliputi jumlah program dan jumiah kegintan sifat penycbaran lokasi
program dan kegintan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang
dirinci menuret sumber pendanaannya;

4.3 Table rencana program dan kegiatan.

BAB V. PENUTUP.

Bab ini mengemukaken cutatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannys maupun seandninya ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
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BAB I
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

a. Evalussi Pelaksansan RENJA Perunghut Dserah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Dacrah.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010
Tentzng Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Petaksanasn Rencara Pembangunan Daersh, setinp dokumen perencanaan harus
dievaluss; dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Penaggulangan
Bencara Desrah Kebupaten Tebo Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi,

Secams terdspat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut
indikztor kinerjanya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dalam pelaksanaan diperlukan sustu
indikstor kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan
kegiztan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang
tidak berhasil diwujudkan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kzbupaten Tebo melzkukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan
pensngsnan di masa mendatang. Pengukuran lingka! capaian kinegjo Badan
Pemanggulangsn Bencana Daerah Kabupaten Tebo dilakukan dengan cara
membendingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-
masing keluaran kegiatan.
Evalussi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian kegiatan
selengkspnya dapat diurai sebagai beril:ut :
« Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran
yang direncanakan:
1) Tidak ada kegiatan
e Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target Kinegn hasil/
keluaran yang direncanakan;
1) Tidak ada kegiatan
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«  Renlisasl program / kegintun yang teloh memenuhi target Kinerjn hasilf
kelunran yang direncanakan:
1) Program Penunjang Urusan Pemerintnhan Doerali Kabupaten/ Kota
o Keglatan Administras] Keuvangan (Realisasi fisik 100 % dan
Realisasi Keuangan 100 %);
o Kegintan Administrasi Borang Milik Dacrah pada Perangkat
Daerah (Realisasi fisik 100 % dan Realisast Keuangan 100 %);
o Keginton Penyedinon Jasa Penunjong Urusan Pemerintahan
Dagrah (Realisasi fisik 100 % dun Realisasi Keunngan 94 %);
o Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Realisasi
fisik 100 % dan Realisasi Keuangan 100 %);
o Kegiatan Administrasi Umum Perongkat Daerah (Realisasi fisik
100 % dan Realisasi Keunngan 100 %);
o Kegiatan Pemeliharaon Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah (Realisasi fisik 100 % dan Realisasi Keuangan
08 %:I:.

2) Program Penanggulangan Bencana :
o Keglatan Pelayanan [nformasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
(Realisasi fisik 100 % dan Realisasi Keuangan 100 %),
o I{egiamn Pelayanan Pencegashan dan Kesiapsiagoan Terhadap
Bencana (Realisasi fisik 100 % dan Realisasi Keuangan 99 %)
o Kegiatan Pelayonan Penyelamatan dan  Evakuasi Bencana
(Realisasi fisik 100 % dun Realisusi Keuangan 100 %);
o Faktor—faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kegiatan
tidak ada.
» kinerja program / kegiatan penyediaan logistik

b. Analisis Kinerjn Pelayanan Perangkat Daeruh.
Badan Penanggulangan Bencann Dacrah  Kabupaten Tebo dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2013,
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A. Tugas BPBD

1. Menetapkan pedoman dan pengarmh tethadap usaha penanggulingan
bencann yang mencakup pencegehan beneans, penanganan darurat,
rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan mernin

2. Menctopkan  standarisasi  dan kebutuhan  penyelenggaraan

penangguiongan  bencana  berdasarkan  pernturan  perundang-

undangan;

Menyusun, menetapkan,dan menginformusikan peta rawan bencana ;

Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;

Melaksanakan penyelenggarnan penanggulangan bencana;

Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati

sebulan sckali dalam keadoon norminl dan setinp saat dalam keadaan

darurat bencana |

7. Mengendalikan pengumpulon dan penyaluran uang dan barang ;

8. Mempertangpungjswabkan penggunaon anggaran yang diterima dari
anggaran pendapatan dan belanja doerah ; dan

9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

L

undangan

B. Fungsi BPBD

. Perumusan dan penctapan kebijuksn penanggulangan bencana dun
penenggulangan pengunsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektil
dan efisien.

2. Pengkordinasian pelaksanuun kegiotan  penungeulsngan  bencana
secara lerencana, terpadu dan menyeluruh,

Secara Organisasi Badan Penanggulongan Bencana terdiri dar unsur
pengarah dan unsur pelaksann, unsur pelaksana mempunyal tugas
melaksannkan penanggulangan bencana secam lerintegrasi, melipui:

a. Pra Bencana
b. Saat tanggep darurat
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¢, Pasca Bencana,
Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
8. Pengkoordinasian
Pengkoordinasian  merupakan  fungsi  koordinasi  yang
dilaksanakan melplui kegistan koordinasi dengan SKPK dan Instansi
vertikal terknit, lembaga usaha, donfatau pihak lain yang diperlukan
pada (ghapan pra bencana dan pasca bencany,

b. Pengkomandoan
Pengkomandoan merupakan fungsikomando yang dilaksanakan
melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan,
logistik dari SKPK dan Instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan
pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka
penanganan darurat bencana
c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi
dan terintegrasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait yang ada di daerah
dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan
keetentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Teho Tahun 2022 terutama untuk target
Indikator Kinerja Utama memenuhi target 100%. Hal ini dikarenakan pada Tahun
2022 kondisi di Kabupaten Tebo relatif aman dari dampak bencana yang besar yang
membutuhkan penanganan yang besar baik dari segi prasarona  evakuasi,
penanganan pengungsi dan pasokan logistik. Demikian untuk tindakan pencegahan
maka Kegiatan pelatihan penanganan bencana maupun sosialisal kebencanaan terus
dilaksanakan baik kepada petugas Linmas dan masyarakat.

Dokumen atau sturan tentang kebencanaan sampal sasl ini mosih sangat
dibutuhkan seperti tentang Penyclenggaraan [Penanggulangan Bencana di
Kobupaten Tebo, sedangkan otwron yang lain masih perfu dibuar unwk
melengkapinya antara lain, Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana
Kontijensi, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tebo. Dalam
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pelnyanan tunggap darurat bencana misalnya perlu dindakan Petjanjian Kerjasama
dengan BPPBD Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tebo
sebagal payung hukum dalam pelayanan tanggap darurat bencana. BPBD
Kabupaten Tebo sudah berusahn scbaik - balknya dengan personil yang ade
melayani masyarnkat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun
sarana-prasarana pendukung lainnya.

Pelayanan Rehabilitnsi dan Rekonstruksi pasen bencana dari BPBD
Kabupaten Tebo terus berupays untuk melaksanakan dengan dana APBD
Kabupaten, APBD Provinsi, maupun dari Badan Nasional Penanggulangan
Bencana,

¢. Isu-—isu Peating Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dacrnh.
Permendogri Nomor 101 Tahun 2018 tontang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten Tebo adalah OPD yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi untuk melaksanakan tugas tersebul. Numun demikian pelaksanaan
dan sinergl program dan kegiatan Penanggulangan Bencana antar pemangku
kepentingan hurus didorong secaru aktil agar dapat memberikan manfum seluas-
luasnya kepuda masyarakat lerutama yong menempali daerah rawan bencana.
Sinkronisasi dan sinergi program kegintan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal
keterpadauan dan keseragaman dota dan informasi serta tingkat risiko bencana di
Kabupaten Tebo, schingga rencana pembangunan Pemerinth Kobupaten Tebo
dalam rangka mengurangi risiko-risiko tersebul melnlui program-program kegiatan
akan terfokus dan sesuni dengan prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya
serta anggaran yang diperlukan dalam penanggulongan bencana. Beberapa hal yang
menjadi tantangan bagi BPBD Kobupaten Tebo dolam  penyelenggarnan
penanggulangan Bencana di Kabupaten Tebo adalah :
8. Penanggulangan bencana merupakon urusan bersama antara pemerintah,
masyarakat dan dunia usahy, namun dalam kenyatannnya perhatian masyarakat
untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah,
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b. Penmnggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap
sebagai urusan yang penting dalam pembangunan, Paradigma pengurangan
risiko bencann belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi par pemangku
kepentingan sehingga keberadaan dan Kinerja BPBD baru diperhatikan
manakala terjadi beneana;

¢. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapal mengintervensi secara
langsung kepada pemerintah kabupaten/kown namun untuk penangguiangan
bencana masih dopat dilukukan untuk alasan kemanusiaan;

d. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aporatur pemangku kepentingan.
pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana:

e. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Tebo sangat terbatas dan tidak ada
penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada
belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat
luans;

f. Distribusi kompetensi pegawai yang belum ideal antara kompetensi dengan
bidang/tanggungjawab pekerjaan;

g. Kurangnya penguussan dan pemanfaatan ilmu pengetohuan dan teknolog
termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;

h, Basis dala bidang penanggulangan bencana belum tertata secarn rapi dan tertib,
adanya beberapa aplikasi untuk peaunjang pengelolnan dats masih belum
diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply dam dari daerah;

i. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk
penanggulangan bencana secara menyelunih dan komprehensif terutama unk
pra dan pasca bencana. Bantuan dunin usaha lebih banyak dialokasikan untuk
tanggep darural;

j.  Belum optimalnys pemberdayann potensi don sumber daya secarn efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan,

k. Masih lemahnya koordinasi jejaring limus sekior lembugn pedull bencana
dengan masyarakat dan pemerintah,

I, Sarana dan prasarana/ peralatan yang di butubkan dulam penanganan bencana
belum lengkap dan minimnya peralatan yang dimiliki
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m. Banysk desa yang belum terbeniuk tim siaga bencana untuk menjadi desa
tangguh bencana yang mampu menongani bencana local desa dalam skala
kecil;;

Peran BPBD Kabupaten Tebo dalam penanggulangan bencana tidak sccara serta

merta mengambil alih pekeraan teknis dari OPD lnin dalam penanggulangan

bencananya maka BFBD Kabupaten Tebo mempunyai 3 (tiga) fungsi utama

Penanggulangan.

Bencana yaitu pelaksana, koordingsi dan komandao.

a, Sebagai pelaksana, BPBD Ksbupaten Tebo memiliki peran untuk memberikan
perlindungan masyarikat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan
risiko bencana baik pra, sast maupun pasca beneana.

b, Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para
pemangku kepentingan uniuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan
bencana, terutama pada saal darurar bencana. Dengan peran sebagai meider
commander, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi,
penyelamatan dan pada saat yang bersamain OPD teknis melakukan perbaikan
dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera. Scbagai
urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk
menjadi program yang penting dan prioritas. Dalam sistem penanggulangan
bencana yang dibangun secara nasional terdapat 2 (dun) unsur yang perlu
dibenihi dan menjudi perhatian, yalw:

1) Legislnsi

Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, perararan pemerintah,
peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan
kepada BNPB. Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan
petunjukan teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim,
schingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat. upayn yang
dilakukan pada prioritas di Kabupaten Tebo vdalah penyusunan Lembagn
BPBD dengan peraturan daerah  dan  peraturan  doerah  untuk
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Rencana Kerjo 8PED Kobupeten Tebo rohun 3024

Dipindai dengan CamScanner



2) Perencanaar
Perencanasn dalam penanggulangan beneana dapat dibedakan menjadi 5

ity
i] Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan
bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjedi rencana aksi;
b) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu:

i rencana mitigasi; disusun pada whap pra bencana tanpa potensi
bencana, satu jenis bencana, Upaya mitigasi (struktural dan non
struktural), siapa melakukan apa, anggaran,

[l rencana kontijensi: disusun padn tnhap pra bencana dengan potensi
bencana, satu jenis bencana, gunakan skenurio kejadian yang paling
mungkin, siopsa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen
ontar stakeholder.

Pada saat darurat, rencann konyinjensi diaktivasi menjadi rencana
opera.ii sesusai dengan kondisi lapangan

[ rencana pemulihan: pasea bencnna, dasar wiloyah terdampak, apa
sujn yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran

¢) Kelembagann

Kelembagaan PB depat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB,

BPBD) dan kelembagaan non formal, Kelembagaan secara non formal

dapat dibagi sebagai berikut;

d) Pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas sccara cfektil akan terjadi bila 3 (tiga) sub

sistem dalam sistem penangulangan bencana dijalankan dengan baik.

Pengembangan kapasitas yang diharapkan sesuai dengan kapasitas pada

HFA (Hyogo Framewaork for Action) yang secara umum dikelompokkan

sebagai berikut;

O kelembagasn meliputi kelembuagaan formal dan non formal

{1 sumberdaya, meliputi sumberdsys manusin termasuk aparat.

masyarakat terlatih, relnwan dsb. dan sumberdaya sarana prusarana
termasuk kantor, alat komunikasi, trusnsportasi, obat-obatan dsb,
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0 IPTEK, penguasaan iptek di daerah, pencropan iptek terapan untuk
pembangunan rumah tahan gempabumi, sistem peringatan dini,

[0 Meningkatkan kapasitas koordinasi, komando dan pelaksanaan
penanggulangan bencana lermasuk pencegahan, mitipasi dan
kesinpsiagaan.

g) Pendanazn
Pendanaan dalam penangulangan bencanz dikclompolkkan dalam 2 {dua)
kategori, yaitu :
[} Pendanaan dari pemerintah.
O Pendanaan dari masyarakal,

d, Heview terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dalam rancangan swal Renja Badan Penangeulsngan Bencann Daerah
sebagaimana vang telah dicantumkan dalsm RPIMD, maka direncanakan 2
Program dan terdapat 6 kegintan dengen total angparan Rp. 1.896.750.000.-.
Usulan program dan kepiatan sefelsh dilaksanakan review terdapat 3 program
dan 7 kegistan anggarun sebesar Rp. 5.805.000.000,-. Rencana Kerja Pemerintah
Draerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tohun 2022 disusun dengan berpedoman
kepada RPJPD dan RPD Kabupaten Tebo. Dalam kedua dokumen perencanaan
jangka menengah dan jangka panjang tersebul, penanggulangan bencana belum
menjadi kebijakan utuh pemerintah Kabupaten Tebo karena masih menjadi
bagian dalam kebijukan pengelolasn lingkungan. Atss dasar tersebui, perlu
adanya komitmen pemerintah Kabupalen Tebo terkait penyelengparaan
penanggulangun bencana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tebo untuk
twhun-tahun mendatang. Berdasarkan kebutuhan pendansan penanggulangan
bencana di Kabupaten Tebo, Badan Penanggulongan Bencana Daerah (BPBD)
membutuhkan enggaran untuk perbaikan dan pembenahan secarn intemnal
maopun  ekternal. Sccars intemal, masih banyak kebutuhsn peralatan
kebencanaan lerutama alal beral dan sebuah Gudang representatil untuk
menyimpan dan mengelola peralatan tersebut.
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Selain itu, diperlukan juga peningkotan kupasitas aparatur Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang siap singa bencana melalui
pendidikan dan pelatihan baik dilakukon sendiri maupun oleh instans]
kebencanaan lain yang kompeten. Secara ckstemal, penguatan kelembagaan
Badan Penanggulangan Bencana Dacrah (BPBD) harus menjadi prioritas untuk
menunjang tiga fungsi yaitu : fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana.
Penguatan  kelembagasn harus melibatkan seluruh  SKPD yang terlibat
penanggulangan bencana seperti Sekretarizt Daerah, Bappeda dan Lithang,
Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Sesial, Dinas LH Perhubungan, Dinas
PMD, seluruh kantor kecamatan, kelurahan dan desa dan lembagalinstansi lain
terkait di wilayah Kabupaten Tebo.
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e. Penelashan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat,
Lembags Swaduya Masyarakat, Perguruan Tinggi din Perangkat Dseral yang
terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai
unsur penunjang Pemerintalian dalam bidang penanggulangan bencana.

Usulan program atau kegiman yong  berasal  dari masyarakat atau
pemangku kepentingan diperoleh melalui SIPD ditinghkat desa dan keeamatan
yang kemudian disetujul dan akan ditindaklanjuti pelnksanaannya oleh Badan
Penanggulangan Bencans Dnerah Kanbupaten Probolinggo yang dituangkan
dalam Rencana Keria Tahun 2022, Dalam proses ini Badan Penanggulangan
Bencana Daersh mempunyal peran yang sangal penting karenn proses
pengakomodasian usulen masyaraknt diluksannkan dalam desk perencanaan
yang dilnkukan oleh Badan Perencanasn Pembangunon Dacrah dan terhadap
seluruh Perangkat daerah yang lain.

Penclashan usulan dari masyarakal juge dilakukan pads peleksanaan
Forum Perangknt Daerah sebelum dilaksanakannyaMusrenbang RKPD
Knbupaten. Usulan dari masyaraknt berupa rambu-rambu  bencann  dan
pembentukan destana telah sesuai dengan program dan kegiatan yang telah
disusun, sedangkan usulan dari masyarakat berupa tanggul penshan tanah
merupakan pokok- pokok pikiran DPRD yung diakomodir melalui BPBD.
Berikut usulan program dan kegiatan masyarskat disnjikan dalam Tabel T-C.32

sebagai berikut :
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Usulan Program dan Keglatan darl Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022

Kabupaten Tebo

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Resaran/

No | Program/Keglatan Lokasl Indikator Kinerja Volirie Catatan

1 2 3 4 5 5]
Program )
Penanggulanga
nBencana

1. | Pelayanan NIHIL Persentsse Penanganan | 1 paket | Rambu-rambu
Informasi Rawan Bencana bencana
Bencana
Kabupaten/Kota

2. | Pelayanan NIHIL Persentase Mitigasi 2 desa Pembentukan
Pencegahan dan Bencana MPA
Kesiapsiagaan
Terhadap
Bencana

3. | Pelayanan NIHIL Rata-rata Tingkat Waktu | 3 paket
Penyelamatan tanggap penanganan
dan Evakuasi bencann
Korban Bencana
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BAB I
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

a. Telaahan terhadap Kebijukan Nasional
Arah Kebijakan Pembangunan Nasional ;

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;

2. Meningkatkan pengelolaan nilai dan nilai wmbah sumber daya alam yang
berkelanjutan;

3. Mempercepat pembangunan infrastrukiur untuk periumbuhan dan pemerataan;

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim.
melalui peningkatan pemantausn kualitos lingkungan dan penegakan hukum
pencemaran lingkungan, mengurangi risiko bencann, meningkatkan ketangguhan
pemerintah dan masyarakat terhadap bencuna, dan memperkuat kapasitas mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim;

5. Penytapan Jandasan pembangunan yang kokok;

6. Meningkatkan kualitas sumber dayn manusia dan kesejahternan rakyat yang
berkeadilan;

7. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan dacrah.

Agenda Pembangunan Nasionnl (NAWA CITA):

1. Menghadirkan kembali Negara untwk melindungi segzensp bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;

2, Membangun Tata Kelola Pemerintohan yang bersih, efekiif, demokmatis dan
lerpercayn,

3, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-dacrahdan
desa dalam kerangka Negara kesatuan;

4, Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistemn dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan erpercayn;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusin Indonesin;

6. Meningkatkan produktivitas rakynt dun daya saing di pasar internasional;
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7. Mewujudkan kemandirian ckonomi dengan menggerakan sektor-sektor stategis
ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9, Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agendn  Pembangunan  7: Mewujudkan Kemandirisn Ekonomi Dengan

Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, dengan fokus:

Peningkatan Kedoulatan Pangan;

Kedaulatan Energi;

Pelestarinn Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelaotan;

Penguatan Sektor Kevangan;

6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Sasaran

Menurunnys indeks risiko bencana dan pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi,

Aruh Kebijakan dan Strategi BNPB adalah :

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana dengan outcome -nya: meningkatnya kapasitas dan perun serta
masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyedizan sarana dan prasarana
peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan outcome-nya:
meningkatnya kecepatun pemberian bantuan darurat, penyelamatin banyak nyawa
(save more lives) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan
fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;

3. Meningkatnya kunlitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan outcome-
nya: terwujudnyn pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih
baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesunikan
dengan kemampuan pendanaan tersedia;

4, Tersedianya logistik dan peralatun penunggulangan bencana yang memadai sesuai
dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan outcome-nya:
Terpenuhinya dan terdistribusinyn logistik dan peralatan penanggulangan bencana

uu.hl.uh.l:—
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yang memadai untuk kesiopsiaguan dan penanganan darurat secara cepal don
terkendali;

5. Meningkatnya dukungan mannjemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya
untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan  penanggulangan
bencana  dengan  outcome-nyn:meningkatnys  kunlitas  perencansan  dan
penganggamn, produk hukum dan perundang—undangan, ot kelola administrasi dan
keumngan, sumberdoyn manusia, sers sarann dan prasarang penyelenggaraan
penanggulangan beneanu;

6. Terwujudnys penyelenggarman pemanggulangan benconn yang efektif, efisien,
transparan dun skuntabel dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas pengendalian,
pengawasan dan pemeriksanaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di lingkup BNPB;

7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusin penanggulangan bencana dalam
penyelenggaraun penanggulangan bencana dengan outcome-nya: meningkatmya
kualitas penyelenggarann pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;

8. Meningkatnyn kualitas dan kemudahan akses dota, informasi dan penerangan
penanggulangan bencana dengan outcome-nya: terwijudnya data dan informasi
kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Sedangkan arah kebijukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jambi yaitu :

1. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai
dengan standar pelayanan minimum;

2. perlindungan masyarakat dari dampak bencana:

3. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencann melalui
program pembangunan;

4. penanggulangan pencemuran danfatau kerusakan lingkungan akibat bencana skala
provinsi;

5. penanggulangan korban bencana -kala provinsi danpengalokasion - dana
penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD.
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b, Tujuan den Sasaran RENJA Peranghat Daerah
121 Tujusn
Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwojudkan dalam mendukung
pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Badan Penangigulangan Bencana
Daerah adalah :
Menurunnya Indeks Resiko Bencana (IRD) dacrab,

311 Susarmn
Sednngkan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah |
1. Menurunnya rata-rata Tingkat Wakiu Tanggap (Response Time) penanganan
bencana dengan indikalor :
s Rala- Rata tingkat waktu tanggap penanganan bencana.
b. Persentase Mitigasi Bencana:
¢. Persentuse Penangunun Bencana,

¢. Program dan Kegiutan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/embaga untuk mencapal sasaran dan wjuan
serta memperoleh alokasi anggaran, stau kegiatan masyarakal yang dikoordinasikan
oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Dacrah
adalah sekumpulan rencana kegja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana
perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan
tahun yang direncanakan berdasarkun tingkal urgensi dan relevansinya, yang
discsualkan dengan kebutuhan dan kemampuan untuh mencegah lsu-isu penting
terkait penyelenggaruan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dalam pembangunan dagmah,

Perumusan program dan keglitan Badan Penanggulangan Bencana Dueruh
Kabupaten Tebo Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai
berikut :

I, Mendukung tercapainya targer Capaisn Kinerja berdasarkan IKU  Badan
Penanggulangan Bencana Dacrah  Kobupaten  Tebo  untuk  mewjudian
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ketangguhan masysrokat Kabupaten Tebo dulam menghoadapi bencana serta
berkurangnya risiko bencana yang berdampak  padamasyarakat dengan
terbentuknya Desa Tangguh Bencana;

2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah dacrah, baik ditinjeu dari
aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta
aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Temtang Taw Cara Perencunwan, Pengendalion Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daernh, Serta Totn Com Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerje Pemerintoh Daernh Pernturan;

3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standur nasional yang telah
ditetapkan oleh pemerintuh.

Untuk mewujudkan tujuan sertn snsaran dimaksud, maka pada tahun

2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 7 program dan 31
kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegistan rutin dengan rincian sebagai
berikut:
1. Program Penunjeng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :

8. Kegintan Administrasi Keuangan,

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Dacrah pada Perangkat Daerah;

e, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daereh;

d. Kegiatan Administrasi Kepegawainn Perangkat Daerah;

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dacrah;

Kegiatan Pemeliharaan Borang Milik Daerah  Penunjang  Urusan
Pemerintah Daerah;

™

2, Program Penanggulangan Beneana :
a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota;
b. Kegiatnn Pelayanan Pencegahan dan Kesinpsiagaan Terhadap Bencana;
¢. Kegiatan Pelayonan Penyelamatan dan Evekuasi Bencana.

encona Kerfo BRED Kabupoten Tebo tehun 2024

Dipindai dengan CamScanner



RENCANA KERJA PAN FENRANAAN FEEANGCHAT DAERAIL

PEEMCAMNA FERIA CFTUAMISAS] FEFAMURAT DAERAL (HENIA 0P
AR [FEMANGCLILAMCAN NERCAMA DATFAN FAT. TREAGQ TAMUN 3034
g e e L e

fT LT Te—
Lbmasal T ARILTY Vi b EEF
ol
=1 =i R | frrrere Y e —
= P T U p——— e pressl R A
[] " ] = =§ o " . M) = -
NI AW e
T d e
ALTWAN R
= ammzam T
e
T
o e Fiahk [ == ==
tastren ——— R
LWL AN i
ALCE R e
R ol I B
—
L e
Pkl
ILOLAA
| |
| -.Ih
ey —y 5
— T = ST ( — T ¥ == qm
| o e e 5 b I e S s i i
|-mn T
|
|
I |
TE T Faea r—l-t-r-l-r-—-—-_“—. T -
i — Ty e ;l rl—.-- WTE TR e et | e ML A0S ::._'-.. TR E———
F:p—-l- e || BT - J Bl
- ¥ B L e | ———
i )
I 1 -
' o
L o
I l T
! i
. | P
Wiiw T e e T s T e TR A == T mm—f
s i { m“ a— s
ALIECAT T P
LR s o
Ll
o m
| [
| | Sz
! e
i e T
e —— T T (T TR i) T e =
— - TR e o
e e A I s I oy
| ey o e
[ E PlEar
] I
i [
! i i
| - B
I 1 e i

Dipindai dengan CamScanner



i

|
w T T T
| HBERRR
i
E___u_mm_m"___:% ittt Dottt it it ik
L e (W W e (WM
] I { i i i
I il 1l T il il
F |
| _ . : i H I __
-} m P |
| W I
_ * n i _ t
Iy 1] w T i
| - | ] __._ il g
| ﬁ .
___ l __ |
& | W : W w

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

| |
m m
T e e
LW (i .l
1l ] I il “.m
] L o/
m |
I ! L
S -
m i m j :
! | I
|| - (-
I I
| |
| _




I E
1
| "
o
_? 1[!“ ! 'i",
| -
E : : i H
|
f— i
p— A | I i :
| a
—;;g EEEEE
TRE T
i — j
R
l }
4

Dipindai dengan CamScanner



il

T

]
]

TR T

i

i

EI
H

|

T

VP, VT e P |

T

i

T

W T e | Raad PR AR A e
Ak Ll B

[

A
£

i

Dipindai dengan CamScanner



BABY
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dacrah Talun 2024 merupukan
gdumen  perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi
peisksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024
sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo. Dalam rangka mencapai target
kinerja BPBD, isi dokumen Rencana Kerjn Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tebo tahun 2024 diharapkan mampu diaplikasikan olch seluruh unsur internal
Badan Penanggulangan Bencana Dacrah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang
efektil dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan
tahun 2024 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu
diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksansan program dan kegiatan
yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan
dan statistik yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah
satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo. Rencama Kerja ini juga
menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan
Rencana Kerje Badan Penanggulangan Bencana Dacrah Kabupaten Tebo. Oleh karena
ity, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan
pelaksanaan isi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dacrah,

Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 ini
dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, schingga diharapkan
dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tebo tahun 2024,

Akhimya, ueapan teriina kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat
dalam penyusunan dokumen ini,
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